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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PELIBENTUKAN ORGANISAS| PERANGKAT DAERAH
- KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

m

Lal

BUPATI LEBCONG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomer 32 Tahun 2004 Paeal 120 ayat (2)
dan Paoal 125 ayat (1) serta Peratyran Pemerintah
Nomer 8 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (2} dan ayat {3}
peru dibentux dan diatur Organisasi Ferangka:
Daerah:

bahwa untuk memenuh; maksud huruf a ¢iatas periy
segera ditstapkan dengan Feraturan Daerah,

Undar:g~Undar‘:g Nomeor 4 Drt Tahun 1958 ientang
Pembentukan Daerah Kabupaten—Kabupaten dalam
Lingkungan Dasrah  Propinsi Sumatera  Selatan
(Lembaran Negara R Tahun 1958 Nomor 55,
Tambsahan Lembaran Negara BRI Nomaor 1081

Undang-Undang Nomor g Tahun @57 tentang
Pambenrtukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
RI Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 19%% tertang
Penyslenggaraan Negara yang Bersih dan Bebhas
Karupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R
Tahun 1998 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomer 3851):

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 130¢ tentarg
Perubahan Atas Undang-Undang Nomar 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pakak Kepegawaian (Lembarar
Negara RI Tahun 1899 Nomor 168, Tambahan
Lembarzn Negara Nomar 3883
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Undang-Undang Nomor 3% Tahun 2003 tentang
Pembentekan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di
Prapinsi Bengkulu (Lembaran Negara R| Tahun 2023

Nomar 154, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
434497,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Fembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
{Lembaran Negara R! Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomar 4389

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeriniahan Daerah {Lembaran Negara R! Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R
Normor 4437},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara, Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R1 Tahur
2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Mzgara Rl
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor © Tahun 1067
can Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu
{Lembaran Negara R! Tahun 1968 Nomor 34
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2884):

. Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1984 tentang

Jabatan Fungsicnal Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Rl Tahun 1384 Nomor 22, Tarmbahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3347);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemertintah dan Kewenangan Propinsi
sebagal Daerah Otonom (Lembaran Megara RJ
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembararn Negara
Rl Notnior 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan strukturzl (Lembaran Negara R|
Tahun 2002 Nomeor 33, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4184);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara R Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lambaran Negara Rl Nomor 4282):
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Peraturan Pemerintalh Nomor 8 Tahun 2002 tentang
wewenang  Pengangkatan  Pemindahan  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sip#l (Lembaran
Negara Rl Tahun 20023 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara R Nomor 4263);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
1898 tentang Pedoman Pembentukan BIRF:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159
Tahun 2000 tentang Pedoman Pembeniukan Badan
Kepegawaian Daerah (BKDY;

Keputusan Bersamz Menteri Dalam Negeri dan
Mentert Pertanian Nomor 78 Tahun 1976 dan
223/KptsfUMMAMET76 tentang Pembentukan Balai
Penyuluh Pertanian;

[nstruksi Menteri Dalam Negeri Normor 4 Tahun 2005
tentang kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Pelitik
Propinsi dan Kabupsten/kota: )

Surat Edzran Bersama Menterl Dalam Negeri dan
Menteri Pertanian Nomor LPO.120/1309/B/LX/1986
dan 188.42/2924 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Perfanian Nomar 84 Tahun 1998 dan
30V Kpts!LP 120441876 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian:

Surat Edaran Menteri Pertanian Namor
37/0T.140/Mf3/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang
Keberadaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di
Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama _
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN:LERBONG

dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
nABUPATEN LEBONG



BAB I
KETENTUAN LUMUM

Pasal 1

Dalam kebutusan i yang dimakscd dengan

=

10,

1.

14,

Daerah adalah Kabupaten Lebong;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
Kepala Daerah adalah Bupati Kepsla Daerah Kabupaten Lebang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daarah
Kabupaten Lebong yang selanjutrya disingkat DFPRD Kabupaten Lebong;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong sebagai
unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;

—

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong:
Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut

sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten {.ebong sebagal unsur
pelayanan DPRD;

Perangkat Daerah adalah organisasiflembaga Pemerintah Daerah Kabupaten

Lebong yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaran
pemerintahan;

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lebong sebagal unsur
pelaksana Pemetintah Daerah,

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebong
sebagal unsur pe! aksana tgas tertenty Pemenntah Daerah kabumten
Lebong,

Kepala Dinas, Kepala Badar, Direktur Rumah Sakit, Kepala Kan‘tor, Bagian
dan Bala: adalah Kepala Dinas, Badan, Direktur Rumah Sakit, Kantor, Baglan
dan Balai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

. Sekretaris DPRD adalah Sekretraris DPRD Kabupaten Lebong;

. Balai Informasi Penyulub Pertanian dan Kehutanan adalah Balai informasi

Fenyuluh Pertaniar dan Kehutanan Kabupaten Lebong yang selanjutnya
disingkat BIPPX;

Kelompok Jabatan Fungsicnal adalah Kelompok Jabatan fungsional Fegawai
Negeri Sipil yang diberi tugss, wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemenniah Daeraly;

5. Jabatan Fungsiona! adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Femerintah

Daerah Kabupaten Lebong,
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1B. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah / Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis
Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah / Unit Pelaksana Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Lebeng sebagat unsur pelaksana operasionat Dinas
Dasrah/l.embaga Teknis Daerah Kabupaten Lebong;

17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagail Perangkat Daerah yang
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Deerah;

18. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Laebong: -

18, Kelurahan adalah’ wilayah kerja Lursh sebagai Ferangkat Daerah yang
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah yang berada di wilayah
Kecamatan; '

20, Lurah acalah Kepala Kelurahan dalam Kabunaten Labang,

BAB i
PEMBENTUKAN

Pa=zal 2

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong di bentuk Organisasi Perangkat
Uaerah Kabupaten Lebong sebagai berixut

4. SEKRETARIAT
1. Sekretariat Daefah;
2. Sekretlariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. [DHNAS DAERAH

1. Dinas Pekerjaan Umum;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Fertanian;

4. Dinas Kesajahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigras’;
5. Dinas Pendidikan Nasicnal, Pemuda dan Olah Raga;

6. Dinas Koperasi, Usaba Kecil dan Menengah;

7. Dinas Pendapzatan Daerah;

8 Dinas Perikanan dan Peternakan,

9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

10. Dinas Fertampbangan dan Energi

C. LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK EADAN

1. Badan Perancanaan Pembangunan Daerah:

2. Badan Pengawasan Dasrah;

3. Badan Pemberdaysan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
4, Badan Kepegawalan Daerah;

&. Rumanh Saklt Lmum Dasrah;
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(1)

(2)

(1)

LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK KANTOR

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;

Kantor Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan:
Kantor Perhubungan;

Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan

" Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

Kantor Perindustrian dan Perdagangan

LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK BALAI
1. Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan (BIPPK)

KECAMATAN

KELURAHAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/LEMBAGA TEKNIS DAERAH
' BAB Il

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

=

-

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur pembartu pimpinan
Pemerintah Kabupaten di pimpin oleh secrang Sekretaris Daerah yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, arganisasi
dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh
Perangkat Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanékan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (2)
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten:

b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
Pemerintah Kabupaten:

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan cleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

: Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 4

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, di
pimpin oleh seorang Seitretarls yang bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara administratif di bina oleh Sekretaris Daerah.
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(3

(1)

{2

(3)

(4]

Sekretariat DPRD mempunyal tugas menyslenggarakan  Administrasi
kesekretariat administrasi keuangan DPRD, mendukung pelrksanaan fugas
dan fungsi DIERD',

Dalam melaksanakan tugas sebaga'mana di maksud dalam ayat (2)
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi ;

Fasilitasi rapat dan sidang DPRD;

Pelaksanaan rencana rumah tanaga DPRD:

Pengelolaan tata usaha DPRD;

Pelaksanaan tugas lain yang dibeniuk oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsi.

oo

; Bagian Ketlga
' DINAS DAERAH KABUPATEN

Pasal 5

Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepafa Dinas yang herada dibawah dan
tertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
otonami dasrah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Dinas
Daerah mempunyai Fungsi ;

&. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pernberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
I Bagian Keempat
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

— Fasal 6
l.embaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana tugas
teftentu, dipimpin oleh searang Kepala Badan, Kantor, Direkiur yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Ler g Tohais. Daerah mempunyal tugas terdentu sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam mefaksanakan tugas Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi
a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan fingkup tugasnya:
b. Penunjang Pényelenggaraan F‘emerir:tah_an Daerah.

Lembaga Teknis Dascrah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari
a. Badan;

v, Kantor,

c. Rumah Sakit LUmum.



[ Bagian Kelima
LEMBAGA TEHNIS DAERAH BERBENTUK BALAI

rasal T

Balai Informasi Penyuluhan Perlanian dan Kehutanan merupakan unsur
pelaksanz teknis operasional Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan
pertanian dan kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BiFS .T.:;'.-.;::w_:ai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian dan
kehutanan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2] BIPPK
mempunyai fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. Perumusan petyelsnggaraan Penyuluhan pertanian dan kehutanan.

-

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah !
Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah

Pasal 8

Pada Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah.

Unit Peiaksana Teknis Dinas Daerah /Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis
Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Daerah / Lembaga
Teknis Daerah, di pimpin oleh secrang Kepala UPTD yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah /Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis
Daerah mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah |
Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Ketujuh
Kecamatan

Pasal 9 !
Kecamatan merﬁpakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempurmyal
wilayah administrasi tertentu yang barada di wilayah Kabupaten di pimpin aleh
seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yeng berada dbawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Kecamatan mem;ﬂunyai tugas melaksanakan sebagian wewenang Supali
untuk menangani sebagian urusan stenami daerah sesuai dengan pelimpahan
kewenangan dar Bupati.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan
mempunyai fungsi:

< a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan

ketentrarman dan kefertiban umum, penegakan peraturan parundang-
undangan; :

b. Fengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas umum:

¢. Pengkeordinasian penyelanggaraan pemerintahan Kecamatan,
Pemerintahan Desa dan/atay Kelurahan:

d. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya.

Bagian Kedelapan
i Kelurahan
m Pasal 10 _
Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempuryai
wilayah administrasi tertentu sebagai wilayah kerja Lurah di wilayah
Kecamatan yang berada i bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Carmnat,
Lurah melaksanakan tugas sebagian tugas Bupati sesuai dengan pelimpahan
tugas dari Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (23 Kalurahan

mempunyai fungs: :

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelerggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-
undangan:

b. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas umum:

Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

Melaksanakan i pelayanan  masyarakat yang menjadi tuang  lingkup
fugasnya.

o o

. Bagian Kesembilan
l{elomp-:alg Jabatan Fungsional, Staf Khusus/Staf Ahli

; Pasal 11

Pada Sekretariat Daerah, dan Lembaga Teknis Dae:rah capat d'bentuk
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsiona! dipimpin oleh secrang Fungsional Seriar.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah,

Pada Sekretariat hljaer-aﬁ, Sekretariat DPRD dapat dibentuk Jabatam Stat
Khusus/Staf Ahli.
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, BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

FPasal 12

Sekretariat Dazarah Kabupaten terdir dari

a. Sekretaris Daerzh;

b. Asisten Sekrefaris Daerah Bidang Pemerintahan, Ekenomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya di singkat Asisten Sekretaris
Daerah Bidang Pemerintahan dan Ekbargra;

C. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan Umum;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Staf Khusus/Ahli.

Asisten Sekretaris Dasrah Bidang Pemerinéahan dan Ekbancra terdini dari :
a. Bagian Pemerintahary

h. Bagian Hukum;

¢. Bagian Ekcnomi dan Pembangunan;

d. Bagian Keselahteraan Rakyst dan Pemberdayaan Perempuan.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administras! dan Urmurn t=rdiri dari -
a. Bagian Lingkungan Hidup;

b. Bagian Keuangan;

<. Bagian Umum;

d. Bagian Humas ¢an Protokoler,

Bagian Pemerintahan terdini dari :

a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;

b. Sub Bagian Otonomi Daerzh;

¢. Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kslurahan.

Bagian Hukum terdiri dari -

a. 3ub Bagian Perundang-undangan,
b. Sub Bagian Bantuan Hukum;

¢. Sub Bagian Dokumentasi,

Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdirt dari

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Produksi dan Perekonomian;

¢. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Parermpuan tardiri dari -
a. Sub Bagian Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan:

b. Sub Bagian Agama dan Kelembagaan;

C. Sub Bagian Peranan dan Kesejahteraan Perempuan.

Bagian Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Sub Bagizn Analisa Dampak Lingkungan;

b. Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian;

. Sub Bagian Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan.
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(11}

(12)

(13)

(4]

Bagian Keuangan terdirl dari -

&. Sub Bagian Anggaran,

L. Sub sagan Perbendahizraan:

c. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

Bagian Urmum terdiri dar

a. Sub Bagian Perlengkapan:

b. Sub Bzgian Rumah Tangga;

C. Sub Bagfanl Tata Usaha dan Umum.

Bagtan Humas dan Protokaler terdiri dar; -

a. Sub Bagian Protokoler dan Tata Usaha Pimginan;
b. Sub Bagian'Humas:

¢ Sub Baglan Sandi dan Telekomunikasi

Kelompek Jabatan Fungsicnal.

otaf Khusus/ahli.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 13

Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong terdir dari ;
a. Sekretaris OPRD:

b. Bagian Umum;

¢. Bagian Persidangan:

d. Bagian Rapat dan Perundang-Undangan;

@. Bagian Keuangan, '

f. Staf Anli.

Bagian Umnum terdir dari ;
a. Sub Bagian Tata Usaha:
b. Sub Bagian Perlengkapan.

Bagian Persidaﬁ'gan terdiri daii
a. Sub Bagian Persidangan dan Humas,
b. Sub Bagian Risalah,

Bagian Rapat gan Perundang-Undangan terdir| dari -
2. Sub Bagian Rapat:
b. Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentas] dan Perpustakaan.

Bagian Keuangan terdiri dar -
a. Sub Bagian Anggaran:
1. Sub Bagian Pembayaran.

Staf Ahli
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(2}

4}

(3]
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Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaar YUmum

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum terdic! dari
Kepala Dinas; |/

Bagian Tata Uazha;

Bidang Pengairzn;

Bidang Bina Marga;

Bidang Cipta Karya:

Bidang Pregram:

Kelompek Jabatan Fungsicnal;
Uit Pelaksanal Teknis Dinas.

TR o RO T

Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Keuangar;
b. Sub Bagian Kepegawaian;

Bidang Pengairan. terdiri dari :
a. Suh Bidang Pengairan, Rawa dan Pengelolaan Sumber Daya Air,
b. Sub Bidang Sthgai, Danau, Pembinaan Operasional dan Pemeliharaan:

Bidang Bina Marga terdiri dari -

a. Sub Bidang Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan, i

b. Sub Bidang Peralatan,

Bidang Cipta Karya terdiri dagi

a. Sub Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Perkotaan:

b. Sub Bidang Perumahan/Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan;
Bidang Program terdiri dari

a. Sub Bidang Penyusunan Program:

b. Sub Bidarg Pemantauan, Pengendalian dan Palaporan Pembangunan.

Kelompok Jahatan Fungsienal.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.
| Bagian Keempat
' Dinas Kesehatan

Pasal 15

Jinas Kesehatan terdiri dari

kepala Dinas;

Baaian tata Usaha,

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi

Bidang Penyuluhan Penyehatan Lingkungan dan Fenanggulangan
Penyakit ; £

Bidang Keschatan Keluarga:

Bidang Penyusuran Program;

Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksanal Teknis Dinas,

co.on

S@ e
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{21 Bagian Tata Usaha: terdiri dari ;
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan,
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat,

(3] Bidang Pelayanan' Kasehatan dan Farmasi terdiri dari :
a. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit,
b. Sub Bidang Fammasi dan Analisis Kesehaiarn.

(4} Bidang Penyuluhan Penyehatan Lingkungan dan Prpanggulangan Penyakit
terdiri dari !
a Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
b Sub Bidang Penyehatan Kesehatan Lingkungan, Sarana Prasarana
Penanggu'angan Penyakit can Bantuan Kesehatan.

(5) Bidang Kesehatan Keluarga tercin darf :
4. Sub Bidang Kesehatan Keluarga by dan Anak;
b, Sub Bidsing Gizi'den institusi Kesehatan.

(6) Bidang Penyusunan Pragram terdiri dari -
a. Sub Bidang Penyusunan Program, Pangolahan Data dan Informasi;
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. g

(7' Kelompok Jabatan Fungsional.

'] Unit Pelaksana Teknis Dinas.

.. Bagian Kelima
Diras Pettanian

Pasal 18

{1y Dinas Pertanian terdir dart ;

Kepala Binas;

Ragian Tata Usaha;

Bidang Paduksi Tanaman Pangan, HAT dan Perbenihan,
Bidang Ketahanan Pangan dan Kelembagaan,

Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengotahan Hasil;
Bidang Pengolaha Lahan, Air dan Alsintan;

Kelompek Jabatan Fungsicnal;

Unit Pelaksana Teknis Ginas.

Te e a0 oy

(2] Bagian Tata Usaha terdiri dari ;
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(3] Bidang Poduks Tanaman Pangan, HAT dan Perbenihan terdiri da“i :
a. Sub Bidang Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan HAT;
b. Sub Bidang Pengembangan Perbenihan.

(47 Bidang Ketahanan Pangan dzn Kelembagaan terdin dari :
a Sub Bidang Distsibusi, Kensumsi dan Ketersediaan Pangan:
b. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Permodalan.
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Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengolahan Hasil terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengendalian OFT, Pengawasan Pupuk dan Pestisida,
5. Sub Bidang Pembinaan Usaha Tani dan Teknologi Pengalahan Hasil.

Bidang FPengolaha Lahan, Atr dan Alsintan terdic dari
a. Sub Bidang Optimallsasi Pemanfaatan Lahan, Air Irigasi;
b. Sub Bidang Pembinaan Pemanfaatan Alsintan.

Kelempok Jabatan Fungsional.
Upit Peliksana Teknis Dinas.

& Bagian Keenam
Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigras|

Pasal 17 il

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdir dari .
Kepala Dinas;

Bagian Tata Usaha,

Bidang Penyusunan Pragram;
Bidang Kesejahtaraan Sosial;
Bidang Tenaga Keia;,

Bidang Transmigrasi;

Kelompok Jabatan fungsional]

Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Bagian Tata Usaha terdiri dari

a. Bub Bagian Umum dan Keuangan;
b. Sub Bagian Kepegawaian.

@R eR T

Bidang Penyusunan Program terdir dari :
a. Sub Bidang Program dan Perencanaan;
». Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari ;
a. Sub Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan Henabilitas| Sosial;
k. Sub Bidang Bantuan Sosial.

Bidang Tenaga Kerja terdini dari :

a. Sub Bidang Peiatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b. Sub Bidang Penempatan dan Penyaiuran Tenaga Keria.
Bidang Transmigrasi terdir dari

a. Sub Bidang Pényiapan dan Penempatan Trasmigrasi,
b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan.

Kelompok Jabatan Fungsianal.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Bagian Ketujuh
Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga

Fasal 18

| (1} Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari -

Kepala Dinas:

Bagian Tata Usaha;

Bidang Parencanaan dan Sarana Prasarana:

Bidang Pendidikan Dasar;

Bidang P2ndidikan Menengah;

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Qlah Raga;
Kelompok Jabatan fungsional;

Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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i2) Bagian Tata Usaha terdir dari :
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
b. Sub Bagian Kepegawaian.

13) Bidang Perencanaan dan Sarana Prasarana terdir dari ;
a. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasa rana;
. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari
a. 3ub Bidang Kurikulum TK, 8D, Mi, SLTP, MTS:
. Sub Bidang Sekolah Swasta dan Ketenagaan.

(3] Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
a. Sub Bidang Kurikulum SMA, SMIK, MA:
b. Sub Bidang Sghzlak Swasta dan Ketenagaan.

(8) Bifang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Haga terdiri dari ;

a. Sub Bidang Penyetaraan dan Pembinaan Kelembagaan:
b. Sub Bidang Pemuda dan Glah Raga.

(7]  Keluinpuk Javaan Fungsional.

(81 Umit Pelaksana Teknis Dinas.
Bagian Kedelapan
Dmaw Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

' Pasal 1%

1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdini dari -
a. Kepala Chnas;

Bagian Tata Usaha:

Bidang Perkoparasian;

Bidang Usaha Kecil dan Menenqah;

Bidang Program;

Kelompek Jabatan Fungs:r:mai

Unit F'elal_{sana Teknis Dinas,
|
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Bagian Tata Usah.la terdiri dari .
a. Sub Bagian Urhum dan Keuangan;
b. Sub Bagian Kepegawaian.

Bidang Perkopera;f"aﬂ térﬁiri dari :
a. Sub Bidang Bina Usaha Koperasi, Pendaftaran dan Hukum;
b. Sub Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdisi dari :
8. suw Buaony Pembinaan Usaha Kecll dan Menengah;
b. Sub Bidang Angka Jasa.

Bidang Program terdir dari
&. Sub Bidang Perencanaan;
b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.

Kelompaok Jabatan Fungsional.

tinit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesembilan
! Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 20
Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
Kepala Dinas;
Bagian Tata Usaha;
Bidang Program dan Perencanaan;
Bidang Pajak;
Bidang Retribusi;
Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil;
Kelampok Jabatan Fungsional;
Unit Pelaksana Teknis Dinas,

S o oanow

Bagian Tsaia Usaha terdir dari :
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan,
b. Sub Bagian Kepegawaian.

Bidang Program dan Perencanaan ierdiri dari -
a. Sub Bidang Program dan Perencanazn;
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan,

Bidang Pajak terdirl dari |
a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Informasi Fajak;
b. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan Pajak.

Bidang Retribusi tardiri dari :
a. Sub Bidang Perierimaan Retribusi dan Legelisasi

b. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah ({BUMD) dan

- Pembukuan Bends-benda Berharga,
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Bidang Pendapataﬁ dan Bagi Hasil terdiri dari :
a. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak;
b. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.

Kelompeok Jabatan Fungsional.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perikanan dan Peternakan
-' Pasal 21
Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari ;
Kepala Dinas; =~
Bagian Tata Usaha;
Bidang Produksi Temak;
Bidang Kesehatan Hewan;
Bidang Budi Daya lkan;
Bidang Usaha Perikanan
Kelompok Jabatan Fungsional;
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Bagian Tata Usaha terir dari
a. Sub Bagian Uraum dan Keuangar;
b. Sub Bagian Kepegawaian,
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Bidang Produksi Ternak terdiri darj ;
a. Sub Bidang Pengembangan dan Produksi Ternak Unggas;
b. Sub Bidang Pengembangan dan Produksi Ternak Besar.

Bidang Kesehatan. Hewan terdiri dari -
a. 5ub Bidang Pengendalian dan Pencegah Penyakit Ternak;
b. Sub Bidang Pembinazan dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak.

Bidang Budi Craya Tkan terdiri dari !
a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan UPR:
b. Sub Bidang Produksi dan Pemtinaan Perairan Umum.

Bidang Usaha Parkanan terdini dari
2. Sub Bidang Pembinaan dan Informasi Pasar;
. Sub Bidang Pengawasan Benih, Teknologi dan Pengembangan Sarana,

Kelompok Jaba‘tan'Fungsional.
Uniit Pelaksana Teknis Dinas.

' Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 22

Dinag W=k #anan dan Perkebunan terdic dar
a, Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha;
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Bidang Pengeml'aan Hutan dan Hazil Hutan,
Bidang Rehabilitasi, Konservasi Hutan dan Pelestarian Alam;
Bidang Pengamanan dan Kelembagaan,
Kelompok Jabatan tungsional;
Unit Pelaksana Tﬁknis Dinas.
|
Bagian tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Kepegawaian, Umun dan Program;
b. Sub Bagian Keyangan dan Perlengkapan.

Ta e

Bidang Perkebunan terdiri dar: .

a. Sub Bidang Budidaya, Pengembangan, Alat dan Mesin;

b. Sub Bidang Perbenihan Proteksi Taraman dan Aneka Usaha Hutan dan
Perkabunan.

Bidang Pengelolasn Hutan dan Hasil Hutan terdird dari :

a. bub Bidang F’enzman Penerimaan Pungutan can PE-[‘EG':‘IEHEE.H Hasl
Hutan;

b. Sub Bidang Standarisasi dan Pengujian Hasil Hutan.

Bidang Rehabilitasi, Konservasi Hutan dan Felestarian Alam terdini dari :

a. Sub Bidang Korzanrasi Tanah dan Perhutanan Sosial;

b. Sub Bidang Teknologi dan Polestarian Alam.

Bidang Pengamanan dan Kelembagaan terdini dari:
a. Sub Bidang Pengambangan SOM dan Kelembagaan Tani;
b. 3ub Bidang Pothut dan Perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari;

Unit Pelaksana Teknis Dinas.
' Bagian Keduabelas
Dlnas Fertambangan dan Energi

Pasal 23

Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

kepala Dinas;

Bagian Tata Usaha;

Bidang Penyusunan Program;

Bidang Mineral dan Energi Non Migas;

Bidang Pertambangan Urum dan Ketenagalistrikan;
Bidang Penelitian;

Kelompok Jabatan Fungsmnal

Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Bagian Tata Usaha terdiri dari
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
t. Sub Bagian Kapegawaian.

Bideng Peanyusunan Pregram terdiri dari ;
a. Sub Bldang Program dan Perencanaan;
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaparan.
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Bidang Mineral dan Energi Non Migas terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengembangan Eksplarasi dan Eksploitasi
b, Sub Bidang Produksi dan Pemasaran,

Sidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan terdirl dari :
a. Sub Bidang Bencana Alam, Geosiogl dan Alr Bawah Tanzh,
b, Sub Ridang Pertambangan dan Ketenagalistrikan.

Bidang Penelitian terdiri dari
a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajiar.

Kelompok Jabatan'IFungsiﬂnal_

Unit Pelakeana Teknis Dinas.

Bagian Ketigabelas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 24

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

Kepala Badan;

Bagian Tata Usaha;

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;

Bidang Fisik dan Prasarana;

Bidang Kera: Sama den  Penanaman Modal, Penelitan  dan
FPengembangan.

f. Kelompek Jabatan Fungsional.

¢ap oD

Bagian Tala Usahi'; terdiri dari .
a. Sub Bagian Unwum dan Kepegawsaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan,

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdi] darr
a. Sub Bidang Ekonomi;
b. Sub Bidang Sosial Budaya.

Bidang Fisik dan E"rasrana ferdirl dan :

a. 3ub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;

b. Sub Bidang Tata Guna Tanah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup.
Bidang Kerja Sama dan Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan
terdiri dari :

2. Sub Bidang Kerja Sama dan Penanaman Modal;

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

|
Kelompok Jabatan Fungsional,
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Bagian Keempatbelas
Badan Pengawasan Daerah

Pasal 25

Badan Pengawasarn Daerah terdiri dari |

Kepata Badan;

Bagian Tata Usaha;

Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

Bidang Fembargunan;

Bidang Keuangan, Perekoncmian, Pendapatan dan Kekayaan;
Kelompok Jabatan Fungsional.

DD DD

Hagian Tata Usaha terdiri dari :

" a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Peréncanaan dan Pelaporan

Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari :
a. Sub Bidang Pemerintahan;
k. Sub Bidang Aparatur.

Bidang Pembangunan terdiri dari -
a. Sub Bidang Perkotaan;

b. Sub Bidang Pembangunan Kecamatan, Desa/Kelurahan

Bidang Keuangan, Perekonomian, Pendapatan dan Kekayaan terdiri dari
a. Sub Bidang Keuangan dan Perekonomian;
b. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan.

Kelampok Jabatan Fungsional.
: Bagtan Kelimabelas
Badan Pembeordayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Pasgal 26

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berercana terdisi dari -
Kepala Badan,’

Bagian Tata Usgahy

Bidang Lembaga Masyarakat dan Sosial Budaya;

Bidang Usaha EXnnomi Rakyat dan Teknologi Tepat Guna;

Bidang Keluarga Berencana ;

kelompok Jabatan Fungsional.

SO a0 Tm

Bagian Tata Ueaha terdin dari :
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
b. Suw pagian rerencanaan dan Pelaporan,

Bidang Lembaga Masyarakat dan Sosial Budaya terdiri dart :
a. Sub SBidang kKeliembagaan dan Frofil Desa;

b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sesial Budaya
Masyarakat. |
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Bidang Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari

a. Sub Bidang Ekonomi Keluarga / Simpan Finjam dan Perkreditar;

b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknelogl Tepat
Guna. f

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari -
a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera;
b. Sub Bidang Keluarga Berancana. '

Kelompok Jabhatan Fungsional.

Bagian Keenambelas
Badan Kzapegawaian Daerah

Fasgal 27

Badan Kepegawaian Dasrah terdiri dar -

a. Kepala Badan;

b. Bagian Tata Usaha: <

¢. Ridanc Dangadaan, Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai;
d. Bidang Pendidikan Pelatihan dan Organisasi; %

e. Bidang Dokumentasi, Kesejahteraan dan Informast Kepegawaian;
f. Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagian Tata Ussha terdir dari -
8. Sub Bagian Kepegawaian;
b, Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Bidang Pengadaan, Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai terdiri dari :

@ Sub Bideng Pengadaan, Pengankatan penempatan dan Mutasi:

b. Sub Bidang Penyelesaian Hukum Disiplin Pemberhentian dan Pemberian
Persiun; :

Bidang Pendidikén Pelatihan dan Qrganisasi terdiri dari -
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatiban:
b. Sub Bidang Organisasi.

Bidang Dokumentasi, Kesejahtaraan dan infarmasi Fepegawaian terdin dari -

a. 3ub Bidang Pengumpulzn, Pengolahan. Pemesliharzan dan FPenyaiian
Informazi Data,;

b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Jaminan Pegawai.

Kelompek Jabatan Fungsional,

Bagian Ketujuhbelas
Rumah Sakit Umurmn Daerah
Fasal 28

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dar
Direktur Ruman Sakit;

Sekretariat,

Bidang Pelayknen;

Bidang Perawatan:

Bidang Perencanaan dan Diklat:
Kelompok Jabatan Fungsional,

P oo oW
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(2}  Sekretariat terdfri:dari :
a. 3ub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Kepegawaian dar Humas.

(3} Bidang Pelayanan terdiri dar :
a. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Pengendalian Pelayanan
Medik; )
b. Sub Bidang Analisa dan Pandayagunaan Sarana.

(4) Bidang Perawatan terdiri dari :
a. Sub Bidang Profesi/fSDM dan Asuhan Keperawatan:
b. Sub Bidang Logistik Keperawatan;

(%) BEidang Perencanaan dan Diklat terdini dari ¢
a. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelatihan;
b. Sub Bidang Rekam Medik dan Promosi Kezehatan,

5] Kelompok dahatan Fungsionai.
o Bagian Kedelapanbelas %
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

Pasal 29
Kantor Catatan Sipil das Kependudukan terdiri dari
. Kepala Kantor, )
. aub Bagian Taia Usaha
. Seksi Pencatatan dan Pendaftaran:
Seksi Pelayanan,
Sekst Data dan Pelzporan;
f. Kelompok Jabatzn Fungsional.

Bagian Kesembilanheias
Kantor Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan

Fasal 30

IKantor Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan terdirt dari -
Kepala Kantor; _

Sub Bagian Tata Usaha;

Saksi Kebersihan;

Seksi Keindahan dan Pertamanan:

Seksi Paralatan dan Angkutan;

f. Kelompok Jakatan Fungsional:

o o
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Bagian Keduapuluh
Kantor Perhubungan

; Pasal 31

Kantor Perhubungan, t&rd|r| dari ;

Kepala Kantcr;

Sub Bagian Tata Ussha: |

Seksi Program dan.Perencanaan;

Seksi Angkutan dan Lalu Lintas;

Seksi Prasarana P{.:S Telel-mmumkafr Keselamatan dan Teknis PE‘EHHSEF’IE
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Bagian Keduapuluh Satu
Kantar Pariwisata, Seni dan Kehudayaan
o Pasal 32

Kartor Parwisata, Seni dan Kebudayaan terdini dari:

Kepala Kantor, !

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Bina Usaha Fariwisata:
Seksi Seni dan Budaya;

Seksi Bina Permasaran:
Kelompok Jabatan Fungsional;

P
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! Bagian Keduapuluh Duz
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

e Ao o

Y _ Pasal 33
Kantor Kesatuan Bangsa dan Palitik terdiri dari: -

Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pemantapan Kebangsaan dan Permaslahan Strategis Daerah;
Seksi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan: ;

Seksi Pembinaan dan Pengembancan Perlindungan Masyarakat!
Kelompok Jabatan Fungsional.

“p e

.. Bagian Keduapuluh Tiga
Kantor Perindustrian dan Perdagan gan

Pasal 34
Xantor Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Program dan,Perencanaan:
Seksi Perindustrian;

Seksi Perdagangan dan Pasar;
Kelompek Jabatan Sungsionai.
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Bagian Keduapuluh Empat
Balai informasi Penyuluhzn Pertanian dan Kehutanan

Pasal 35
(1) Balai Informasi Penyuluban Pertanian dan Kehutanan terdiri dari:

Kepala BIPPK;
Baglan Tata Usahe;
Koordinator Penyuluh Peranian:

0o

Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPPIK) tingkat Kecamatan.
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{2} DBagian Tata Usaha terdiri dari :
Staf Personalia;

Staf Keuangan;

Staf Administrasi Umnu«;
Staf Perlengkapan;

Staf Perencanaan.

oo o

(3} Koordinator Penyuluh Pertanian terdini dari
a. Penyuluh Pertanian Urusan Tanaman Pangan, Holtikultura, Agrisisnis:
b. Penyuluh Pertanian Urusan Perikanan:
£. Penyuluh Pertanian Urusan Petarnakan;
d. Penyulish Pertanian Urusan Perkebunan:
e. Penyuluh Kehutanan;
f.  Penyuluh Pertanian Urusan Sumber daya.

(4} Balai Penyuluhan Peranian dan Kehutanana {BPPK) tingkat Kecamatan,

Bagian Keduapuluh Lima -
Kecamatan
Pasal 35

Kecamatan terdin dari

a. Kepala Kecamatan{Camat);

b Sekretaris camat (Sekcam; ' ' i
. Seksi Pemerintahan:

d. Seksi Tramtib:

a. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan:

f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat:

g. Kelompek Jabatan Fungsional,

Bagian Keduapuluh Enam
Kelurahan

: Pasat 37
Relurahan terdiri dari

. Kepala Kelurahan (Lurah);
. Sekretaris Lurah;
Seksi Pemerintahan;
. Seks! Pelayanan Umum;
. Seksi Pemberdayean Masyarakat;
f. Kelompok Jabatan Fungsioral,

P aD R
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Bagian Keduapuluh Tujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah

Pasal 38

(1) Pada Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah dapa® dibentux UPT Dinas

Daerah / Lembaga Teknis Daerah.
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Unit Pelaksana Teknis Diras/Lenbaga Teknis Daerahsebagaimana dimzksud
avat (1) dapat betbentulk -

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerahilembaga Teknis Daerah Tingxat
Kecamatan,

b. Unit Pelaksang Teknis Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah Tugas
Torertu.

: BAB V _
ESEL.ON PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 29
Sekretans Daerah Kabupaten adaiah Jabatan Eselon |l a.

Asisten bE&k’FEtarIE Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan Sekstetaris DPRD,
adalah Jakatan Eﬁ‘eln:-n Ik,

Direktur Rumah Sakit Umum Tipe B adalah Eselon || b dem Qirektur Rumah
Sakit Umum Tipe © adalzh Eselon |t 3

-

Kepala Kantor, Kepala Baglan, Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon il a.

GCamat adalzh Ezelon Il b,

Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sekei, Sekretaris Camat,
Lurah, Kepaia Unit Pelaksana Teknis Diras Daerah fLembaga Teknis Daerah

adalah Eselon IV a. |

Sekretaris l{e{ura_han, Kepala Seksipada Kelurahan adalah Jabatan Eselan
I b '

Kepala Tata Usana Sekelah Lanjutan Tingkat Pertama dam Sekalah
Menangah Umum / Kejuruan adalah Eselon V a,

Kepala BIPPK, Bagian Tata Usaha, Koordinator Penyuluh, Koordinator BPPK,
FPenyuich adalah Jabatan Fungsrﬂnal

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Bagan Strukiur quanlsas: Perangkat Daerah sebagalmana tercantury pada
‘ampiran 1 sampai dengan lampiran 27 Peraturan Daerah inl,

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas DaerahiLembaga Teknis Daerah
akan diatur lebin lanfut dangan Peraturan Bupati,

Kelompak Jabatan Fungsional dan Staf Khusus/Abli akan diatur lesih lanjc
dengan F'eraturan Bupati.

Per|abaran Tugas Pokok dan Fungsi akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupat].



inl, maka Keputusan Bopali Lebong
entukan Organisasi dan Tata Kerja
ian Keputusan Bupati Labong Nomor 3
alai Informasi Penyuluhan Perianian
angan dengan Peraturan Daerah ini

H

Daerah ini sapanjang menganai tehnis
eraturan Bupati.

s
ggal diundangkan

erintahkan peangundangan Peraturan
smbaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disabkan di 'Muar Aman
. Pada tanggal 02k 2006

 BYPAT,

Drs. H. DALHAD! UMAR, B.S¢

BUPATEN LEBONG
IUN 20086
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